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KEPuTUSAI{MEHTTRIAGA]yIAREPUBLIKINDoNESIA
ITOMOR 2I7g TAHUN 2OL6

TENTAI{G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
IT{ADRASAII IBTIDAIYAII SALAFIYAII TUBAI{

PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAIY RATIMAT TT'HAIT YANG MA}IA ESA

MTITTERI AGAilIA RTPUBLIK IIiIDONTSIA,

'. a. bahwa daiam rangka meningkatkan akses pendidikan

madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan

masyarnkat *.tr]..i organilasi berbaclan hukum untuk
menyelenggarakanmadrasahsesuaiclenganstandarnasional
Pendidikan;

b. trahwa masa trerlaku lz1n operasional/pendirian madrasah

sebagairnanatercantumdalamLampiranKeputusaninitelah
habis;

c. bahrva madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusaniniteiahmemenuhipersyaratanperpanjanganizin
pendiria n/ oPerasional madrasah;

d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalamhurufahurufbdanhurufc,perlumenetapkan
KeputusanMenteriAgamaRepubliklndonesiatentang
Perpanj.lnganlzirrPendirian/operasionalMADRASAH
IBTIDAIYAH SALAFIYAH TUBAN PTOViNSi .IATVA TiMUT"

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Naiional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun J003 Nomor 78, Tambahan l.embaran Negara Reputrlik
indonesia Nomor 4301);

2. Peratur,rn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tent^ang standar
Nasional Pendidikan {Lemtraran Negara Republik Indonesia

Tahun J005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44q6\ Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201.5 tentang
Perubalran Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 45, TamLrahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peratula.n Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendiclikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86al;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor L7 'lahun 20i0 tentang

Pengelolain aa" Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran

Negara nt,puudlndonesia t"rt"" 2010 Nomor 23' Tambahan

l,embarar ;;;; Republik Indonesia Nomor 5150)

sebagaim.lra tEftf' diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6ti Tahun 2010 tentang Perubahan-Atas Peraturan

Pemerintith Nomor 17 Tahun ZbfO tentang Pengelolaat 9L1
Penyelenggaraan Pendidikan (I'embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor ll2' Tambahan Lemtraran

N"g*.u. Republik indonesia Nomor 5157);

5.PeraturatrMenteriPendidikanNasionalNomor24Tahun20oT
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah

Dasar/Madt;;;h ibtidaiyah' Sekolh- Menengah

PertamaT fvfaaras,ft Tsanawiyah' dan Sekolah Menengah

Atas / Ma,lrasah AliYah;

6.PeraturarrMenteriPendid.ikanNasionalNomorl5Tahun20l0
tentang Standar Pelayanan Minimai Pendidikan {ii

Kabupire nlKota sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan

Menteri Pendiclikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun '2A13

t-entang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

NasionalNomor15Tahrrn2010tentangstandarPela.yanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

T.PeraturanMenteriAgamaNomorg0Tahun2013tentarrg
PenlzelerLggaranpendidikanMad.rasah{BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1382);

S.KeputusanDirekturJenderalPend.id.ikanIslamNomorl3SS
Tahun 2oLi tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah

Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

g,KeputusanDirekturJenderalPendidikanlslamNomorSESs
Tahun20lstentangPetunjukTeknisPerpanjanganlzirl
pend.irian iuldrasah,?enerbiLn surat Keputusan Pengganti

Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan surat

KeteranganKerusakanDokumer'lzirrPentlirianMadrasah;

:RekomendasidariKepalaKantorKementerianAgamaTURAN
Nomor : Ktt. 15.L7 /2/VP'00'5/ 4gL'1241 '2}rc Tanggal 30 Maret

2A16;

MEMUTUSKAN :

:KtrPUTUSA\MENTERiAGAMATBNTANGPEMBERIAN]ZIN
PBNDiRiAN / OPtrRASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAI{ SALAFIYAH

TUBAN PR( )VINSI JAWA TIMUR.

: Memberikarl perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah

kepada ma.trasair ".u*[ri*rna 
tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'



KEDUA

KETIGA

: pemberian izirr operasional sebagaimana dimaksud rlaiam Diktum

KtrSATU dapat'Aicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan lrclanggaran iesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-ur,dangan;

: Keputusan inr muiai trerlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal2 Mei 2016

a.n. MENTERI AGAMA INDONESIA

mr^*L
13019870310 14 ,^^





I.AMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2173 TAHUN 24rc
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL.:' 
YffimBt5"i,THffitr 

SALAFIYAH 
'UBAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

K INDONESIA

L
130 198703 10 14 l/-

A
rR )

1 Nama Madrasah SALqITTYAI{

2 Nomor Statistik Madrasah L1r23523A124

3 Alamat Madrasah JL RAYA GRESIK KARANGAGUNG BARAT
KARANGAGUNG

KECAMATAN PALANG

TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara LP MA"qRIF NU

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 4, MUI{YATI SULLAM, SH

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

NOMOR AHU - 119. AH.01.O8.Tahun 2013
/
26 JUNI 2013
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